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Laporan Utarna

Hidup Politik Hidup Otonomi dan Bagaimana Ekologi?

Kebijakan Anggaran KLH

Peranan Bappenas daiam Koordirrasi dan Harmonisasi Pengelolaan

Lingkungan HiduP

' Pel uklah pohon - pohon kita. mereka

dari penebangan. Kekayaan bukit-bukit, kita seiamaf-

kan dari penjarahan' (Vandana Shiva)

Ada beberapa isu yang harus perlu disepakati

bersama dalam hal Perlindungan dan Per,gelolaan

Lingkungan Hidup yaitu upaya nyata untuk men-

wujudkan sasaran-sasaran program pembangunar.t

di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Upaya nyata dalam mengantisipasi dampak lingkungan serta penanganan akibat

bencana aiam cian upaya nyata dalam mengoptimalkan kerjasama pusat-daerah

dan antar daerah dalam pengelolaan Iingkungan.

Sangat penting bagi kita semua selaku lembaga pengelola Ingkungan hidup

mulaidaritingatprovinsr,kabupdlen dankotadiseluruhlndonesiabesertastack-

holders iainnya seperti anggota DPR, Lsivl, ilmuwan, professional, pengusaha dan

lain-lainnva untuk rremberikan kontribusi dalam desain kebijakan lingkungan.

Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam

yanE sangat rnalrmpah berikut potensi ben::'na yang tak kecil, sehai-usnya kita

memiliki clesain kebijakan lingkurrgan yang visioner dan membumi. h/lasalahnya,

republik ini tampaknya tak memiliki fondasi politik lingkungan yang berwibawa

dan berdaya tawal kuat. Rapuhnya t,undasi politik lingkungan bisa dilihat dari

,nc,rt dan outplrt poiitiK yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat

keb r.yak; n.

Salah satu wulud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini

adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elite politik yang terlalu membuka

ruang bagi masuknva kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yanq tak peciuli

soal lingkLrngan hidup c!;.nana, kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa

masalah ketir.rbanq berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Indonesia. Realitas yang demiktan seharusnya menyadarkan partai-partai politik

untuk nrenyuarakan pentingnya kesadaran akan politik lingkungan.

Ketersediaan anggaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup luga menjadi perhatian saat ini dimana alokasi anggaran untuk lingkunqan

tidak terfokus saja di Kementerian Lingkungan Hidup namun tersebar di berbagai

sektor seperti di Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kemen-

terian Pertanian dan lairr sebagainya. Hal ini tentu menjadi kesulitan tersendii'i

dalam hal koordinasi dalam penyelesaian permasalahan linqkungan.
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Pemimpin Redaksi

Redaktur Pelakrana

Tim Editor
staf Redaksi

Friska Haloho, 5T, Vanda sari, SP,MT,

Ahmad Syaifudin, A.N4d, Nurul Qisthr

: Rosa Erlinda, S Kom, lka Puspita, ST

: N{arlina, Nurul Elvifa, Pedriyanto

. Politik dan Lrrgkungan HiduP

I "Dewasa Berpolitik, Bijak Berlingkungan"

Politik dan (Akibatnya Terhadap) Kerusakan I rrql<urigan

Lingkungan HiduP Dimata Pclitisi

Sampah N4embawa Soffia Seffen, SH ke lstana [t''lernboyong Kalpa-

Kegiata:

Ti.r Pokla DHS Baiarrghari iuletlper'siapkarr Pelaksalua,l Seminat'

Perqelordan DAS Bato lgn,lr'

. . Aparat Pernda Kab/Kota mengikuti Pelatihan 5Pi\i4 tentang Biomassa

BtH dan Drnas Pendidikan Latihan lVenilai Sekolah

::l:: Peringatan HUT Kemerdekaan Rl Ke-68 di PPE Sumatera

Khasanal'l Lingkungan

IE Green Village Bali Arsitektur Unik Ramah Lingkungan

BSI Cara Mencegah Terjadinya Kebakaran

ffi: t i fanta & lnformasi Tentang trrlobil Berbahan Bakar Air

taru

Tema edisi berikutnya : Hari Habitat Sedunia: Hunian yang Layak untuk Semua

Alamat Redaksi :

Tim Desain Tata Letak

Distribusi

Ahmad lsrooil,SE, Drs. Amral Fery, M.Si

couer ilustrasi, ojie.chandra@qmail.con



fd,o-\
.*.rt,

uk negara. Era otonomi

menyuguhkan fakta mengejutkan, ternyata politik otonomi daerah berjalan paralel

dengan tingginya tingkat degradasi lingkungan daerah. Selama bulan Ramadhan,

dengan menikmati suasana berpuasa, banyak pihak yang terdiri dari para pakar,

birokrat dan publik telah berkumpul di Jakafi.a untuk berefleksi mengenai politik

lingkungan pada tataran otonomi. IVaka ajakan untuk menulis dari Redaksi suara

Bumi dalam suasana Ramadhan bagaikan kita diajak untuk melakukan Tadarus

Lingkungan. Sungguh sangat bermakna.

Kita mafhum bahwa politik otonomi daerah yang berjalan tentu saja tidak

boleh hanya sekadar menandakan ada yang berubah yang membedakan dengan
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tata peme.rinlaharr masa Orde Baru yang beralih ke

orde yang dibilang Orde Reformasi. Orde sekarang ini

tetaplah harus berpijak pada pandangan paradigmatik

yang fundamental terhadap ide otonomi sebagai upaya

untuk berijtihad secara komprehensif untuk menata

kehidupan kenegaraan yang lebih berkah Politik otorrorni

harus dipahami dan diimplementasikan sebagai upaya

strategis dan teknis untuk meraiut penyelenggaraan

pemerintahan yang selalu independen dalam batasan

NKRI. Otonomi secara konseptual harus dikonstrukgi untuk

rTrerancang bangun negara dengan segala sumber daya

rakyatnya secara'beradab. Penin g katan i<eselahteraan cian

kapasitas masyarakat secara L'erinlban'q dengan tatanan

stakeholders. Stateholders adalah pilihan tunggal yang

harus dikedepankan. Otonomihanya memrliki artl penting

baqi rumah tangga NKF.i dengan vvarqa rleqdranr'a apab,'ria

membuat kehidupan kita lebih baik at.-r lebih mulia.

Dalam bahasa Pancasila tentu saia politik lingkungan harus

baik.

serta g semakin

pelaksanaan

ya n9 tidak berwawasa n pemhangunan berkelanjutan

dan mengeruk kekayaan alam dengan beragarn perlzlnan

dan rezim kontrak karya pertambangan yang dipaksakan

oleh pusat ke daerah. Saatnyalah sesi otonomi daerah ini

menjadi ajang dimana orang-orang daerah mengenyam

kenyamanan pundi-pundi ekonomi lingkungan yang

menjadr 5DA daerah

Perdebatan tersebut tentu saia akan terus berkembang

dan sangat merugikan kepentingan lingkungan Untuk

itulah yanq dibutuhkan adalah politik lingkungan yang

memformat lingkungan mcnja{!, sentrum pembuatan

kek,ilakan pembangunan. Pemerintah,pusat dan pemerintah

daerah harus sama-sama memiliki satu visi sattl misi dan satu

aksi urtuk menjadikan lingkungan sebagai variabel utama

dalam menakar dan mengukur kinerja pemei'irrtahan.

Lingkungar adalah titik terinti kebijakan penyelenggaraan

t-remerintahan dan menjadi ukuran paling rasional dalam

membangun NKRI yang lingkungannya akan selalu lestari

secara fungsional. Dinanlika poiitik otonomi daerah

l
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membuat,kila semua hidup vang lebiir berketuhanan, pada ruang simpul yang lrarus tersepakatl adalah jangan

berkemanusiaan, ber peisatuan, berkerakyatan, dan hancurkan lingkungan, karena tiada kehidupan tanpanya

berkeadilan sosial. Tanpa pt'rkenlban gan kel'' d tipan yan g

demikian, maka pelaksanaan politik otoromi harus terus

dikritisi

ngka tata kelola lingkungan memang

dan tingginy'a tingkat deforestasi

Para petinqgi pemerintah Pusat

I
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dengan mudah menuduh bahiva kehancuran lingkungatt

hidup NKRladalah sisi buruk otorrcm cJaerah, sehingga hal

ini menjadi argumen bagi mereka urrtuk rirenarik kernbali

sebagian besar kewenangan dari pernerintah daerah'

Resentralisasi dianggap sebagian pihak sebagai solusi

1
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kualitas lingkungan yang terus memouruk. Sementara itu

pejabat pemerintah daerah justru berdalih lebih pragmatis

lagi bahwa selama ini pemerintah pusatlah yang menguras

kekayaan alam daerah dan kini saatnya kamilah orang-

orang daerah yang menikmati sumber daya alam yang kami

punya ini. Puluhbn'tahun pemerintah pusat mendominasi
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Krisis Lingkungan di Era Otonomi Daerah

Anda tentr-r sudah membaca. Terdapat paparan

simbolik-metaforik dari R. Latter atas kondisi lingkungan

kontemporer kita. Diungkapkan bahwa penduduk

Perancis beriang gembira menggunakan teka-teki untuk

mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat

pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai,

begitu teka-teki itu dimulai, berisi selembar daun. Tiap

hari jumlah daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada

hari kedua, empat pada hari ketiga, oan delapan pada

hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu

penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu beris;

separohn;ra? Segitu ditanyakan. Jawabnya adalah: "rada

hari kedua puluh senrbilan". Cangkriman ini dirujuk pula

oleh L.R. Brown daiam bukunya The Twenty Ninth Day:

Accomodating Human tVeed and Numbers to The Eartl-t's

Resources.

kondisr kolam teratai !ndonesia, kini mungkin sudah

penuh seluruhnya, padahal waktu penyelamatannya

Sudah dapat prediktif Lahwa

tinggal sehari saja. Maka semua pihak harus memahami

urgensi kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan.

Pencemaran lingkungan tampaknya tak kenal kompromi

dan kerap meluas tiada henti melanda lorong-lorong l

lingkungan dengan rentetan kompleksitas konsekuensi

yangprob|ematik.Pencemaranairapalagisoalasapdi

Riau dipre,jiksi terus meningkat. Benarkah dan mengapa? 
i

Pelaksanaan otcnomi daerah dinilai banyak pihak 
1

teiah menghasilkan sesuatu yang nyata secara ekologia,

yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan di setiap

[ni kehrdupan rakyat. Piranli kelernbagaan pengelolaan

iingkungan benar-benar belum didayagunakan secara

fungsional. tValapetaka lingkungan kita mencapai titik
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krusral yang berdampak pada banyak aspek kehidupan'

A5l mengandung logam berat Pb (timbal)' penyakit ISPA

meningkat, kernatian premature menggelala' cian lain

sebagainya. Wujud keangkuhan yang mendukacitakan

IVaraknya tiirgkat pencemaran lingkungan adalah

kei:errar.air yairg tak Icreiakkan' Realitas telanjarrg yar']g ti'jak

perlu diragukan dan diherankan apalag diperdebatkan'

Kenliai.lall i.i tlerttllakan produk sikap barirlisrnr: dar'l

kemr-rnafikan kepemimipinan Birokrasi nasional, sektoral

dan ,laerah di masa banter-banternya otonomi Caerah

justru telah terbidrk melar<ukan "systematic destruction"

terhadap lirrql<r-rngan yang melebihi batas-batas toleransi'

Anehrrya, rtot.et vlsualn;'a acapkali berpenamp lan s'olah-

olah berp irak pada kepentingan ekologis Kok bisa?

CoItot'nya llencemaran air maupun uoara yar J

terlad ir :,t-r .ia ciaerah cii lndonesia. Baga [rlarla (rii aiau

u"lara tidak torcemar, ka!a" kita dan industrr dibiarkan oleh

Peme ;nt.:'' Daerair Kabupaten/Kota untttk membuang

limbah (cairnya) tanpa kendali. lnstrumen perizinan sebagai

sdr'?r'ra p€ncegahan pencemaran tidak difungsikan Para

pengusaha cengan enaknva membuang ltmbah tanpa

persyaratan Enteng sekali. ttrlereka bebas memuntahkan

"liur'' limbahnya. Air sungai (kali) dr1adikan media gratisan

para pengusaha untuk "mensemayamkan" limbahnya.

Kurang reaktifnya Perrerintah Daerah Kabupaten/Kota

patut CipertanYakan. Ir/er rgaPa?

Pada level provinsi juga perlu ditelusuri sejarahnya

tentang kewenangan Gubernur di bidang pengendalion

pencemaran air, Seiak du!u banyak daerah telah memiliki

Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran
' Air. tr/elalui Perda ini, setiap p.fiBrunqun limbah cair

ke sumber-surnber air wajib.n_repQgPat izin dari Kepala

Daerah. lzin pembuangan limbah cair merupakan sarana

hukum pengendalian pencemaran air oleh Kepala Daerah.

Sesuai dengan esensi perizinan sebagai norma larangan

(prohibrtur: "dilarang kecuali dengan izin") maka perdefinisi

hrtunEan jari tangan sebelah". Alhasil, para pengusaha

sccara kasatmata bebas mernbuang limbahnya tanpa izrn.

Mengapa dalam rentang waktu otoda, Kepala Daerah

tidak menerbitkan izin secara .'nemadai? Adakah ini suatu

kesengajaan ataukah ketidaktahuan? Untur itulah, dalam

sebagai

tidak Atau 'lsuka

ayem" dengan kantor yang "bolak-balik pindah". Apa int

jadi penyebabnya ya?

Dari kenyataan terdapatnya perusahaan di lndonesia

yang membuang air limba
industri dilarang membua ng limbah cairnya (ke airlsumber-

apa yang

SUARA BUMI TH- lX.J Elrsl 4' JULI -
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uirruk dilaksanakan. Tragrs. Semoga tidaklah demil: an

niatannya.

Cukup sudah. Tak usah lagi menunda. Namun kini

ada pergeseran dengan otonomi daerah. Pengendalian

pencemaran air tidak lagi secara penuh ada di genogaman

tangan Gubernur, tapi di tangan Kepala Daerah Kabupaten/

Kota berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001. Kami semua kini

menunggu kreasi responsif BupatiMalikota. Gubernur

selayaknya tampil sei-,agai koordinator yang baik. t,/asih

ada haranan, meskipun hanya secercah.

Menko SDA Strategis dan Lingkungan Hidup

Yah... secara esensial kita membutuhkan bangunan

kepemimpinan ekologia. Sebuah kepemimpinan yang

sensitif terhadap krisis lrngkungan. Kepemimpinan

yang mempromosik;n aktivitas akrab dan ramah

lingkungan. lntuisi kepemimpinan yang menetapkan

dan menggelegakkan public concern terhadap upaya

penyelamatan lingkungan dalam pembangunan

berkelanjutan: membangun tanpa mencemarkan dan

merusak lingkungan demi nasib generasi mendatang.

Kepemimpinan ekologia mempersyaratkan pengetahuan

kasuistik maupun universal, penegakan hukum yang

efektif dan kultur kelembagaan yang kondusif bagitatanan
" eco-:cciety" . Betapa elegan nya masyarakat yang berlabel

lingkungan. IVasyarakat yang mampu bertahan htdup tanpa

memporakporandakan prospek generasi penerusnya. lnilah

substansi pembangunan berkelanjutan yang menuntun mrsi

kepemimpinan ekologia.

tVelalui kepemimpinan ekologia, terjadinya
pencemaran perusakan lingkungan yang terus meluas

diharapkan dapat diminimalisrr. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hioup (UU PPLH), pencemaran dan

perusakan lingkungan merupakan kausa lahirnya sengketa

iingkungan, bahkan kejahatan yang berskala teroris. Tentu,

eskalasi sengketa iingkungan tidak untuk diperlebar dan

diproyekkan. Penyelesaran sengketa lingkungan merupakan

konsekuensi tLlntutan harmonisitas kehidupan. Hindari

jotosan di antara para pelaku pengelolaan lingkungan.

ljnt"k itulah perlu ;,rembarrgun mekani5sto "pencucian

dosa lingkungan" dengan mengembangkan politrk

lingkungan sebagai kunci pandora upaya mengedepankan

"win-vvin solution". [/aka, yang mesti diagendakan

bukan "siapa yang akan memimpin?", tetapi 'bagaimana

memrmpinnya?". Kelembagaan kepemilpinan lingkungan

nasional yang berupa Kementfrridn l-ihgkungan Hidup

(KLH) harus diperkuat agar tidak menjadi si macan

ompong. Sekeras apapun auman macan ompong, tidaklah

menakutkan, justru menggelikan ,-lan dipermainkan. Ada

pikiran pembentukan Menko Sumber. Diya Alam Strategis

dan Lingkungan ilidup melalui penguatan KLH.

Anggaran Hijau . ,'

Selama ini KLH telah mencoba untuk terus mengajak

para pemangku kepentingan alias stakeholders agar ped, rli

kepada lingkungan hidup. Anggota DPR-DPRD dan Kepala

Daerah merupakan titik sentrum pelaku politik dalam

pembuatan kebijakan yang selayaknya memperhatikan

mutu lingkungan hidup. Filosofr sederhana yang dapat

dikatakan adalah bahwa tidak ada kehidupan yang

sehat tanpa lingkungan hidup yang sehat. tr/aka apabila

dewasa ini banyak bencana yang menggerus lingkungan

merupakan indikasi awal bahwa kondisi kehidupan ke

depan sudah ada tanda-tandanya untuk tidak baik.

lvlenurut Undang-undang Dasar 1945 diterangkan bahwa

SUAR/d El,.tMl Ttr. lX / EDtr.;r 4, Jur-r ' A6usru$ e*lE



iingkungan hidup yanq baik dan sehat merupakan hak asasi

::'r6ing512 lndonesia. Jadi lingkungan hidup yang baik dan

sehat adalah bagian penting HAIr/ rakyat lndonesia yang

dijamin secara konstitusional' Untuk itulah negara melalui

pemerintahnya berkewajiban untuk menyediakan mutu

kehidupan wargan)ia dengan memberikan jaminan atas

kualitas lingkungan hidupnya yang baik dan sehat'

Selak Pemilu 2009 lalu, dan kini 2014 perlu

kesepahaman dengan KPU-KPUD untuk memberikan

sinyal politik agar semua calon anggota dewan dan calon

' ' Piesiden serta calon kepala daerah nantinya memperhatikan

kepentingan lingl<ungan. Dengan ini diharapkan semua

oihak terutama yang akan mencalonkan diri sebagai aktor

politik nyata, harus menjadi "wali lingkungan hidup"'

Pihak-pihak yang tldak mempersiapkan diri untuk menjadi

penyelamat lingkurrgan melalui kekuasaan yang ada

ditangann;'a jelas tidak akan lolos dalam seleksi pencalonan.

Meski demikian semua akan kembalr kepada kondisi

admrnistratrf bahwa visi misi yang sudah mencantumkan

r 'beruvawasan lingkungan akan diterima walaupun itu hanya

klise. Akan retapi tetap kita harus optrmis bahwa langkah

KLH dan KPU-KPUD harus membanqun komunikasi politik

sebagai pijakan awal untuk menggulirkan isu lingkungan

menjadi pusat perhatian pembuatan kebiiakan daerah yang

berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) yang telah menjadi kesepakatan

dunia akan direalisasi dalam strategi pembangunan

lokal yang diejawantahkan oleh para punqgawa daerah.

Kepala claerah terpilih yang sudah mendeklarasikan disi

bervisi lingkungan sesungguhnya telah ikrar untuk 5iap-

siap menjadi pembina lingkungan masa depan. Dalam

konteks inilah lingkungan akan dijadikan sebagai poros

utama pembuatan kebijakan untuk generasi sekarang dan

mendatang di wilayahnya. Selamat datang kepala daerah

yang beruhani lirrgkungan dalam rangl<a penyelamatan

negara Republik tercinta yang sedang porak poranda.

Saya ingatkan bahwa, KLH pernah membuka Konferensi

Hukum Lingkungan Berwawasan Budaya di Yogyakarta

pada 12-13 April 2007 yang dihadiriarademisi, penegak

hukum dan para budayawan maupun politisi "hijati". Di

sini didengungkan pentingnya hukum lingkungan dan

para anggota parlemen yang hadir juga merasa betapa

Utama
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pentingnya menjaga lingkungan. Sebelumnya di iakarta

juga digelar helatan penting para petinggi negara untuk

mempersiapkan kematangan konsep alokasi tertentu

bagi anggaran lingkungan. Semua agenda pada akhirnya

mengerucut pada aspek pendanaan. Aspek ini sebenarnya

klasik dan kita akan bangun suatu dana lingkungan yang

harus dijembatani melalui pengaturan pajak lingkungan

sebagaimana teldh disinggung pacia beragam regulasi.

Konsep dernikian secara sepihak banyak ditolak pengusaha

yan! tidak mengerti tentang pentingrya pelestarian fungsi

lingkungan. Biarlah-ia tetap bergulir denga,, sendirinya

dan pada ujung ceritanya semua pihak akan memahami

bahwa ternyata pajak lingrungan adalan Dagian dari aspek

instrumen ekonomik pergelolaan Ingkungan yang tidak

terlalu mernberatkan pengusaha. Pengusaha berat selama

ini bukan karena soal pajak dan retribusi yang sudah diatur

secara jelas melainkan soal penyediaan dana siluman yang

acapkali dipungut oieh preman-preman liar yann berbaju

kekuasaan.

ffiEJ
aspek lingkungan memang beragam. Secara finansial

sebagaimana yang terdapat dalam APBD sesungguhnya

bangsa ini sedang melakukan kekonyolan ekologis.

Lingkungan tidak mendapat perhatian serius dalam alokasi

anggaran yang jelas di APBD dengan memadai. Untuk itulah

membuat APBD Hilau alias APBD yang menuangkan secara

tegas sumber-sumber dana publik yang berasal dari upaya

pengelolaan lingkungan hidup dan pos pengeluarannya

adalah langkah awal bagi penyelamatan lingkungan secara

finansial. APBD Hijau perlu segara diwuludkan bukan

saja untuk mendorong peran publik cialam menggalang

kekuatan kebijakan yang berwawasarr lingkungan tetapi

juga membuktrkan bahwa para punggawa daerah memang

sedang "jatuh cinta" kepada lingkungan. Bagaimana?

Nekropolitan dalam Politik

Politik lingkurgan sangat erat dengan politik

planologi. lni sisi serius yang menjadi sumber dari segala

sumber problem lingkungan itu ya masalah tata ruang.
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di dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-

undang No.32Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah '

Tidak ada titik-titik perkotaan yang tidak menyuguhkan

suatu tontotan dan tuntunan yang tidak mengasyikkan'

Paling tidak ya ... menyesakkan Kota-kota dunia yang

konon dinamakan kota raya alias metropolitan selak lama

tergrring dan tergiur untuk meniadi kota-kota kematian

yang disebut nekropolitan. Simak dan sibaklah lembaran-

lembaran perkotaan di lndonesia. Dr banyak kota sedang

dipertontonkan sebuah drama kolosai tentang kematian

kotanya. Kota dirasakan sedang sakit keras dalam konciisi

yang menjengahkan. Jengah dan ienuh. mewarnai

warga Kota. Perikehidupan di perkotaarr terlelma seperti

mesin-mesin kota yang berialarr sesuai dengan rute yang

ditetapkan tanpa nalar keberlanjutan. Tidak ada daya

imajinasi yang penuh humanisme (kamanungsan) yang

mengakurkan sesama. Kota ini berjalan seperti jalannya

"kuda [-ar".

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini publik
. ... -. ;iis:a.ifrrB.--E-:i.;.. Ii.

. *ii,ltir?irfiiti6i6s 1l eja ku|asi " ata u pu n " mensiiuasi"

per.t oii?'ii"'6 Jliiir ii n g kata n ya n g m e na k utka n. Titik-iitik

.: srmpul,rkof r,telah dikang kangi oleh para pemeran'utama

hitungan yang tidar< terPeri
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tidak menggurrakan

ua sisi kehidupan peikotaan

bahwa ada

tata ruan g, yang ada adalah tata uang. Uang

ang denga n benderangnya. Dan

sebatas gemerlap iklan lahiriyah sala dengan ruhani yang

kerdil dan gersang. Kota membuat kita penat dalam

pusaran yanq menakutkan. Cagar budayanya dicakari.

Warisan leluhur diembat dan druntal dengan terang

benderang tanpa risih sedikit pun. Penguasanya seperti

kehilangan arah zamannya dan tidak sreg dengan apa

yang seharusnya dikerjakan. Model pembuatan tempat-

tempat iklan bando yang "najis" secara yuridis itu kelihatan

dalam penguasaan pihak-pihak tertentu yang tidak dapat

dijamah oleh siapapun. Para politisi turut terlibatkah dalam

"menjual" kota-kota kita ini? Jawabnya jelas ada yang

ikut serta dengan melakukan kezafiman kebijakan yang

tidak berpandangan "kotaku surgaku". Apakah mereka

itu pelaku "pembusukan" kota dengan politik yang abai

lingkungan?

Akhirnya Ecological lntelligence

Darigambar-gambar plastik dan kain-kain spanduk yang

terpasang dari setiap pemain politik justru membahayakan

lingkungan; Pemilu danpolitik yang teiah berhasil sebagaise''+
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yang memiliki ecological inteltigence akan memposisikan ,i
diri pada lingkungan setbra ekosistemik yang terintegrasi $
delgan sikap hidupnya (e*logistg Mengotori lingkungan,. . ,ffi
haram hukumnya secara politik. Begitu kira-kira dalilnya. . #
Green spirit.
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